KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026 DS:0583-6530-8250-4440
NOMOR : SP DIPA- 048.01.1.427950/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 11

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

2. Unit Organisasi . (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA

4. Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Sebesar : Rp. 343.949.724.000 ( TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir
. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 343.949.724.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 343.949.724.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

N o g wWwN e

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026 DS:0583-6530-8250-4440
NOMOR : DIPA- 048.01.1.427950/2026

Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN Rp. 104.887.747.000
C0.4350 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Rp. 1.096.796.000
C0.6189 Perumusan Kebijakan PANRB Rp. 6.799.161.000
C0.6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Rp. 9.179.248.000
C0.6193 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Rp. 6.922.781.000
C0.6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur Rp. 52.693.119.000
C0.6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Rp. 12.211.626.000
C0.7908 Koordinasi Percepatan Penerapan dan Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah Rp. 15.985.016.000
WA Program Dukungan Manajemen Rp. 239.061.977.000
WA.2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB Rp. 402.475.000
WA.6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi Rp. 477.071.000
WA.6179 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp. 6.113.837.000
WA.6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp. 212.080.815.000
WA.6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi Rp. 7.806.114.000
WA.6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp. 7.752.492.000
WA.6183 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp. 4.429.173.000

Halaman 1 dari 1



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: (01) DKI JAKARTA

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 1

Program 048.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 104.887.747.000
Kegiatan 4350 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1.096.796.000
Indikator Kinerja Kegiatan 1. 01 Nilai Capaian Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada PEKPPP (K/L)

Klasifikasi Rincian Output 4350.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 Sistem Informasi 1.096.796.000
Rincian Output 01 FAB.005 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 1.00 Sistem Informasi 1.096.796.000
Kegiatan 6189 Perumusan Kebijakan PANRB 6.799.161.000
1. 01 Jumlah rumusan kebijakan Kelembagaan yang implementatif
Klasifikasi Rincian Output 6189.AAG Peraturan Menteri 4,00 PerMen, Perka 420.559.000
Rincian Output 01 AAG.EO1 Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 1.00 PerMen 96.765.000
02 AAG.E02 Kebijakan Standar Pelayanan Publik 1.00 PerMen 108.265.000
03 AAG.E03 Kebijakan tentang Perluasan Cakupan Akses Pelayanan Publik 1.00 PerMen 107.264.000
04 AAG.E04 Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik 1.00 PerMen 108.265.000
Klasifikasi Rincian Output 6189.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 6,00 Rekomendasi Kebijakan 1.993.713.000
Rincian Output 01 ABL.002 Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 1.00 Rekomendasi Kebijakan 575.925.000
02 ABL.020 Rekomendasi kebijakan Evaluasi Reformasi Birokrasi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 114.955.000
03 ABL.022 Fasilitasi Kelembagaan Reformasi Birokrasi Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 860.831.000
04 ABL.026 Rekomendasi Rancangan Kebijakan terkait Zona Integritas (ZI) 1.00 Rekomendasi Kebijakan 50.129.000
05 ABL.029 Rekomendasi Rancangan Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah 1.00 Rekomendasi Kebijakan 158.376.000
06 ABL.030 Rekomendasi Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, 1.00 Rekomendasi Kebijakan 233.497.000

Evaluasi, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

:(048)  KEM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

ENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1 (01) DKI JAKARTA
: (427950) MEN

TERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 2

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

6189.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 2,00 Rekomendasi Kebijakan

01 ABM.006 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ekosistem Pelayanan 1.00 Rekomendasi Kebijakan
Publik

02 ABM.007 Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Mal Pelayanan Publik 1.00 Rekomendasi Kebijakan

6189.PAC Peraturan Pemerintah 1,00 PP,RPP

01 PAC.B50 Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pemberian (PN) 1.00 RPP

Penghargaan dan Pengakuan Bagi ASN

6189.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 10,00 Rekomendasi Kebijakan
01 PBL.016 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Transformasi Digital (PN) 8.00 Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah
02 PBL.017 Rekomendasi Kebijakan Kedaulatan Sistem Pemerintah Digital (PN) 1.00 Rekomendasi Kebijakan
03 PBL.018 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kompetensi dan Budaya (PN) 1.00 Rekomendasi Kebijakan
Digital ASN
6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
1. 01 Jumlah IP yang dievaluasi Indeks Reformasi Birokrasi-nya
2. 01 Jumlah IP yang dievaluasi implementasi SAKIP
3. 01 Jumlah KL yang memiliki unit kerja berpredikat WBBM
4. 02 Jumlah IP yang akuntabilitas kinerjanya baik (kategori "B" ke atas)
5. 02 Jumlah IP yang memiliki nilai indeks RB baik (kategori "B" ke atas)
6. 02 Jumlah Pemda yang memiliki unit kerja berpredikat WBK
7. 03 Jumlah IP yang diberikan asistensi reformasi birokrasi
8. 03 Jumlah Lembaga yang dilakukan koordinasi dan asistensi penerapan SAKP
9. 03 Laporan reviu implementasi kebijakan terkait pengawasan terhadap integritas instansi pemerintah

218.165.000

107.872.000

110.293.000

172.188.000

172.188.000

3.994.536.000

2.725.918.000

574.331.000
694.287.000

9.179.248.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1 (01) DKI JAKARTA
: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 3

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

7

8

9

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

10. 04 Jumlah Instansi Pemerintah yang dilakukan evaluasi implementasi kebijakan terkait pengawasan terhadap integritas instansi pemerintah

11. 04 Jumlah rekomendasi kebijakan tentang sistem informasi akuntabilitas kinerja dan pengawasan

12. 04 Persentase Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi

13. 05 Jumlah Instansi Pemerintah yang dilakukan Asistensi dan Evaluasi COI

14. 05 Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

15. 05 Persentase K/L yang mengimplementasikan RB tematik

16. 06 Persentase Prov yang mengimplementasikan RB tematik

17. 07 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan RB tematik

18. 08 Jumlah K/L di Wilayah I, Il dan Il yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas)

19. 09 Jumlah Prov di Wilayah 1, Il dan Il yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas)

20. 10 Jumlah Kab/Kota di Wilayah I, Il dan Il yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas)
6191.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1,00 Rekomendasi Kebijakan
01 ABL.003 Rekomendasi kebijakan tentang Sistem Informasi Akuntabilitas 1.00 Rekomendasi Kebijakan

Kinerja dan Pengawasan

6191.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 Sistem Informasi
01 FAB.002 Pengembangan Sistem Informasi Penguatan Reformasi Birokrasi 1.00 Sistem Informasi
6191.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan
01 FAE.002 Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 1.00 Laporan

154.591.000

154.591.000

2.482.937.000

2.482.937.000

100.446.000

100.446.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

DS:0583-6530-8250-4440
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Halaman: | A. 4
Klasifikasi Rincian Output 10 . 6191.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 2.716,00 Lembaga 4.556.618.000
Rincian Output . 01 FAI.022 Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi 634.00 Lembaga 195.198.000
02 FAI.023 Evaluasi WBK/WBBM 1200.00 Lembaga 1.970.156.000
03 FAI.024 Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 634.00 Lembaga 962.670.000
Pemerintah (SAKIP)
04 FAI.025 Asistensi Tim Reformasi Birokrasi 129.00 Lembaga 1.088.202.000
05 FAL.028 Koordinasi dan Asistensi Kebijakan Pengawasan 119.00 Lembaga 340.392.000
Klasifikasi Rincian Output 11 . 6191.UAIl Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 216,00 Lembaga 1.884.656.000
Rincian Output . 01 UAI.002 Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan (PN) 116.00 Lembaga 1.269.412.000
Pemerintah Daerah
02 UAI003 Asistensi Implementasi Kebijakan Konflik Kepentingan (PN) 50.00 Lembaga 327.653.000
03 UAI.004 Evaluasi Implementasi Kebijakan Konflik Kepentingan (PN) 50.00 Lembaga 287.591.000
Kegiatan © 6193 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana 6.922.781.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 01-Persentase penyelesaian penataan kelembagaan dan tata laksana K/L yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses
2. 03 Persentase IP yang indeks kelembagaannya pada predikat baik ke atas (K/L)
3. 05 Persentase IP yang indeks kelembagaannya pada predikat baik ke atas (Provinsi)
4. 07 Persentase IP yang indeks kelembagaannya pada predikat baik ke atas (Kab/Kota)
Klasifikasi Rincian Output 12 . 6193.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 4,00 Rekomendasi Kebijakan 1.221.096.000
Rincian Output . 01 ABL.001 Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik Strategis bidang 1.00 Rekomendasi Kebijakan 258.839.000
Polhukam
02 ABL.004 Rekomendasi Pemetaan Probis Tematik Strategis Bidang 1.00 Rekomendasi Kebijakan 301.819.000
Perekonomian dan Infrastruktur
03 ABL.005 Rekomendasi Pemetaan Probis Tematik Strategis Bidang 1.00 Rekomendasi Kebijakan 347.823.000

Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat
04 ABL.006 Rekomendasi Pemetaan Probis Tematik Strategis Bidang Pangan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 312.615.000




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: (01) DKI JAKARTA

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 5

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasi Kebijakan

dan Pembangunan Kewilayahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan
13 . 6193.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan
01 FAE.001 Pemantauan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana 1.00 Laporan
14 . 6193.FAIl Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 129,00 Lembaga

01 FAI.006 Penataan organisasi dan tata laksana bidang Polhukam 7.00 Lembaga

02 FAI.011 Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang 5.00 Lembaga
Perekonomian dan Infrastruktur

03 FAIL.012 Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang 7.00 Lembaga
Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

04 FAI.013 Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang 5.00 Lembaga
Pangan dan Pembangunan Kewilayahan

05 FAI.014 Penataan organisasi dan tata laksana bidang Perekonomian dan 8.00 Lembaga
Infrastruktur

06 FAI.015 Penataan organisasi dan tata laksana bidang Pembangunan 7.00 Lembaga
Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

07 FAI.016 Penataan organisasi dan tata laksana bidang Pangan dan 8.00 Lembaga
Pembangunan Kewilayahan

08 FAL.017 Evaluasi organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Wilayah | 25.00 Lembaga

09 FAIL.018 Evaluasi organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Wilayah Il 15.00 Lembaga

10 FAIL019 Evaluasi organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Wilayah 111 10.00 Lembaga

11 FAL.020 Evaluasi organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Wilayah IV 25.00 Lembaga

12 FAI.021 Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang 7.00 Lembaga
Polhukam

6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur

1. 03 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"

306.357.000

306.357.000

5.395.328.000

630.281.000
216.838.000

339.222.000

274.408.000

1.004.436.000

427.876.000

598.689.000

457.385.000
251.023.000
335.124.000
498.758.000
361.288.000

52.693.119.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1 (01) DKI JAKARTA
: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 6

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur

2. 04 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
3. 07 Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan
4. 08 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
5. 09 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
6. 12 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
7. 13 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
8. 15 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
9. 16 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
10. 17 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah"
15 . 6194.FAl Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 29,00 Lembaga
01 FAI.023 Layanan pendampingan pemulihan tata kelola manajemen asn 29.00 Lembaga
pasca bencana
16 . 6194.PEA Koordinasi 14,00 kegiatan
01 PEA.001 Koordinasi penerapan kebijakan sistem merit pada Aspek (PN) 2.00 kegiatan
Penghargaan dan Pengakuan berbasis Kinerja
02 PEA.002 Koordinasi penerapan kebijakan sistem merit pada Aspek (PN) 2.00 kegiatan
Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi, Pengembangan
Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan
03 PEA.003 Koordinasi penerapan kebijakan sistem merit pada Aspek (PN) 2.00 kegiatan
Perencanaan dan Pengadaan
04 PEA.004 Koordinasi penerapan kebijakan sistem merit pada Aspek (PN) 2.00 kegiatan
Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta
05 PEA.005 Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Sistem (PN) 3.00 kegiatan
Merit ASN
06 PEA.006 Koordinasi penerapan kebijakan sistem merit pada Aspek (PN) 2.00 kegiatan

Digitalisasi

1.500.000.000

1.500.000.000

6.193.119.000

641.653.000

650.871.000

2.791.326.000

619.755.000

860.028.000

353.916.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

DS:0583-6530-8250-4440
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Halaman: | A. 7
Koordinasi kegiatan
07 PEA.007 Koordinasi Pemenuhan Kebijakan terkait Roadmap Penerapan (PN) 1.00 kegiatan 275.570.000

Sistem Pensiun

Klasifikasi Rincian Output 17 . 6194.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 Sistem Informasi 45.000.000.000
Rincian Output . 01 UAB.001 Pengembangan Platform Digital Manajemen ASN (PN) 1.00  Sistem Informasi 45.000.000.000
Kegiatan T 6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik 12.211.626.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Nilai Capaian Aspek Kebijakan Pelayanan pada PEKPPP (K/L)
2. 02 Nilai Capaian Aspek Kebijakan Pelayanan pada PEKPPP (Prov)
3. 03 Nilai Capaian Aspek Kebijakan Pelayanan pada PEKPPP (Kab)
4, 04 Nilai Capaian Aspek Kebijakan Pelayanan pada PEKPPP (Kota)
5. 05 Nilai Capaian Aspek Profesionalisme SDM pada PEKPPP (K/L)
6. 06 Nilai Capaian Aspek Profesionalisme SDM pada PEKPPP (Prov)
7. 07 Nilai Capaian Aspek Profesionalisme SDM pada PEKPPP (Kab)
8. 08 Nilai Capaian Aspek Profesionalisme SDM pada PEKPPP (Kota)
9. 09 Nilai Capaian Aspek Sarana dan Prasarana pada PEKPPP (K/L)
10. 10 Nilai Capaian Aspek Sarana dan Prasarana pada PEKPPP (Prov)
11. 11 Nilai Capaian Aspek Sarana dan Prasarana pada PEKPPP (Kab)
12. 12 Nilai Capaian Aspek Sarana dan Prasarana pada PEKPPP (Kota)
13. 13 Nilai Capaian Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada PEKPPP (K/L)
14. 14 Nilai Capaian Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada PEKPPP (Prov)
15. 15 Nilai Capaian Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada PEKPPP (Kab)

16. 16 Nilai Capaian Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada PEKPPP (Kota)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1 (01) DKI JAKARTA
: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 8

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik

17. 17 Nilai Capaian Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada PEKPPP (K/L)
18. 18 Nilai Capaian Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada PEKPPP (Prov)
19. 19 Nilai Capaian Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada PEKPPP (Kab)
20. 20 Nilai Capaian Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada PEKPPP (Kota)
21. 21 Nilai Capaian Aspek Inovasi pada PEKPPP (K/L)
22. 22 Nilai Capaian Aspek Inovasi pada PEKPPP (Prov)
23. 23 Nilai Capaian Aspek Inovasi pada PEKPPP (Kab)
24. 24 Nilai Capaian Aspek Inovasi pada PEKPPP (Kota)
25. 25 Jumlah sistem informasi pelayanan publik nasional yang dikembangkan
18 . 6195.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
01 FAE.001 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan antar Penyelenggara
Pelayanan Publik
02 FAE.002 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan tindak lanjut aspirasi
Masyarakat
19 . 6195.FAl Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
01 FAI.032 Forum Konsultasi Publik
02 FAI.035 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
03 FAI.036 Asistensi Implementasi Standar Pelayanan Publik
04 FAI.037 Asistensi Pemanfaatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Nasional (JIPPNAS)
05 FAI.038 Asistensi Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik
06 FAI.039 Asistensi Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan

75.001,00

1.00

75000.00

485,00

300.00
30.00
100.00
10.00

40.00

25.00

Laporan, Layanan
Laporan

Laporan

Lembaga

Lembaga
Lembaga
Lembaga
Lembaga

Lembaga

Lembaga

519.759.000

123.283.000

396.476.000

6.922.042.000

179.541.000
730.574.000
244.655.000
1.202.868.000

4.238.470.000

325.934.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

DS:0583-6530-8250-4440
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Halaman: | A. 9
Klasifikasi Rincian Output 20 . 6195.UAl Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 1.120,00 Lembaga 4.769.825.000
Rincian Output . 01 UAI.010 Survei Kepuasan Masyarakat (PN) 500.00 Lembaga 1.126.560.000
02 UAIL014 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan (PN) 610.00 Lembaga 2.137.545.000
Publik
03 UAL019 Fasilitasi Penerapan Pelayanan Publik Terpadu melalui (PN) 10.00 Lembaga 1.505.720.000
Omnichannel
Kegiatan 17908 Koordinasi Percepatan Penerapan dan Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah 15.985.016.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal
Klasifikasi Rincian Output 21 . 7908.AEA Koordinasi 16,00 kegiatan 661.888.000
Rincian Output . 01 AEA.001 Pendampingan Penyusunan Manajemen Pemerintah Digital 16.00 kegiatan 661.888.000

Layanan Digital Prioritas

Klasifikasi Rincian Output 22 . 7908.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan 2.351.386.000

Rincian Output . 01 FAE.001 Laporan Penyelenggaraan Percepatan dan Penyelarasan 2.00 Laporan 2.351.386.000
Keterpaduan Transformasi Digital Pemerintah

Klasifikasi Rincian Output 23 . 7908.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 370,00 Lembaga 2.135.296.000
Rincian Output - 01 FAIL.001 Koordinasi Peningkatan Kompetensi dan Budaya Digital ASN 118.00 Lembaga 388.052.000
02 FAI.002 Pembinaan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Digital 118.00 Lembaga 524.936.000

pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
03 FAI.003 Pendampingan Penerapan Pemerintah Digital 118.00 Lembaga 896.030.000
04 FAI.004 Pendampingan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Digital 16.00 Lembaga 326.278.000

Prioritas




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

DS:0583-6530-8250-4440
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Halaman: | A, 10
Klasifikasi Rincian Output 24 . 7908.PEA Koordinasi 32,00 kegiatan 8.319.840.000
Rincian Output . 01 PEA.001 Koordinasi Keterpaduan Layanan Publik Prioritas dalam Portal (PN) 8.00 Kkegiatan 2.774.227.000
Pelayanan Publik
02 PEA.002 Koordinasi Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan (PN) 8.00 kegiatan 2.753.081.000
Prioritas dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan
03 PEA.003 Pendampingan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital (PN) 16.00 kegiatan 2.792.532.000

Layanan Digital Prioritas

Klasifikasi Rincian Output 25 .  7908.UAl Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 637,00 Lembaga 2.516.606.000
Rincian Output . 01 UAI.001 Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PN) 637.00 Lembaga 2.516.606.000
Program © 048.01.WA Program Dukungan Manajemen 239.061.977.000
Kegiatan 12818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB 402.475.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Jumlah telaahan strategis di bidang politik dan hukum terkait PANRB
2. 02 Jumlah telaahan strategis di bidang pemerintahan dan otonomi daerah terkait PANRB
3. 03 Jumlah telaahan strategis di bidang administrasi negara terkait PANRB
4. 04 Jumlah telaahan strategis di bidang budaya kerja terkait PANRB
Klasifikasi Rincian Output 1 . 2818.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 12,00 Rekomendasi Kebijakan 402.475.000
Rincian Output - 01 ABL.001 Telaahan strategis di bidang politik dan hukum terkait PANRB 3.00 Rekomendasi Kebijakan 106.006.000
02 ABL.002 Telaahan strategis di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.00 Rekomendasi Kebijakan 103.650.000
terkait PANRB
03 ABL.003 Telaahan strategis di bidang Adminstrasi Negara terkait PANRB 3.00 Rekomendasi Kebijakan 95.444.000
04 ABL.004 Telaahan strategis di bidang budaya kerja terkait PANRB 3.00 Rekomendasi Kebijakan 97.375.000
Kegiatan © 6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi 477.071.000

1. 01 Persentase pemberian advokasi dan penanganan perkara hukum secara efektif dan efisien




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: (01) DKI JAKARTA

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 11

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Pengelolaan Legislasi dan Litigasi

2. 02 Skor capaian pengelolaan JDIH
3. 03 Indeks Reformasi Hukum
6178.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 9,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.Z01 Layanan Hukum 1.00 Layanan
02 EBA.Z04 Layanan Bantuan Hukum Pegawai 2.00 Perkara
03 EBA.Z05 Layanan Bantuan Hukum Institusi 6.00 Perkara
6179 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
1. 01 Persentase layanan keprotokolan pimpinan sesuai dengan pedoman keprotokolan
2. 01 Skor keterbukaan informasi publik
3. 02 Indeks persepsi masyarakat terhadap Kementerian PANRB
6179.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.001 Layanan Publikasi dan Dokumentasi 1.00 Layanan
02 EBA.959 Layanan Protokoler 1.00 Layanan
03 EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1.00 Layanan
6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
1. 01 Indeks kepuasan pengguna layanan Umum dan Rumah Tangga
2. 01 Indeks pengelolaan aset
3. 01 Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB
4. 01 Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan disampaikan tepat waktu
5. 01 Tingkat capaian layanan perkantoran
6. 01 Tingkat kepuasan pelayanan persuratan

477.071.000

262.426.000
32.735.000
181.910.000

6.113.837.000

6.113.837.000

3.453.634.000
2.203.287.000
456.916.000

212.080.815.000




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: (01) DKI JAKARTA

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 12

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

7. 02 Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa
8. 02 Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
9. 02 Skor pengawasan arsip instansi
10. 03 Skor akreditasi perpustakaan nasional
6180.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,00
01 EBA.962 Layanan Umum 1.00
02 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00
03 EBA.Z06 Layanan BMN 1.00
6180.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 38,00
01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 35.00
02 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 3.00
6180.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 4,00
01 EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00
02 EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan 1.00
03 EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.00
04 EBD.Z35 Layanan Manajemen Kinerja 1.00
6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi
1. 05 Indeks Pemerintah Digital Kementerian PANRB

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
Layanan

Layanan
Layanan

Unit, m2, Paket

Unit
Unit

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi
Layanan

Layanan
Layanan
Layanan

209.030.597.000

3.701.334.000
205.056.892.000
272.371.000

1.965.507.000

1.165.240.000
800.267.000

1.084.711.000

522.820.000
302.929.000
116.623.000
142.339.000

7.806.114.000




Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

Kementerian Negara/Lembaga : (048)
1 (01)
1 (01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DKI JAKARTA
: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 13

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

10

11

6181.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

01

CAN.002 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

6181.CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

01 CCL.001 OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
6181.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
01 EBA.963 Layanan Data dan Informasi
6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM
1. 01 Indeks Kapabilitas Kelembagaan Kementerian PANRB
2. 01 Indeks Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria Manajemen (NSPK) Kementerian PANRB
3. 01 Jumlah unit kerja dengan pengelolaan kerja sama yang "Baik"
4. 01 Nilai pelaksanaan RB Kementerian

6182.AEC Kerja sama

01 AEC.001 Layanan Kerja sama
6182.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
01 EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

149,00

149.00

204,00

204.00

1,00

1.00

7,00

7.00

1,00

1.00

Unit

Unit

Unit

Unit

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
Layanan

Kesepakatan

Kesepakatan

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
Layanan

4.808.692.000

4.808.692.000

2.365.706.000

2.365.706.000

631.716.000

631.716.000

7.752.492.000

1.172.145.000

1.172.145.000

285.923.000

285.923.000




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

: (048)
1 (01)
1 (01)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
I A. INFORMASI KINERJA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DS:0583-6530-8250-4440

Halaman: | A. 14

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

12 . 6182.EBC

01
02
03
04

05

06

13 . 6182.EBD

01

6183
. 01

14 . 6183.EBD

01
02

EE SN

EBC.001
EBC.996
EBC.Z10
EBC.Z15

EBC.Z17

EBC.Z19

EBD.Z31

Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan Pengelolaan SDM Strategis
Layanan Pendidikan dan Pelatihan
Layanan Manajemen SDM

Layanan Pendidikan dan Pelatihan JPT Pratama (Blended
Learning)

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Administrator
(Blended Learning)

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengawas (Blended
Learning)

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Reformasi Kinerja

Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

01
02

. 03

EBD.Z24
EBD.Z29

Persentase pelaksanaan layanan pemantauan dan evaluasi yang efektif
Skor tingkat maturitas SPIP
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi Pengawasan Internal Inspektorat yang ditindaklanjuti

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Audit Internal Dalam Kota

2.376,00

785.00
785.00
785.00

9.00

10.00

2.00

1,00

1.00

44,00

37.00
7.00

Orang, Layanan, Rekomendasi

Orang
Orang
Orang
Orang

Orang

Orang

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi
Layanan

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi
Rekomendasi

Rekomendasi

6.188.667.000

1.703.375.000
2.731.642.000
1.330.859.000

206.505.000

187.000.000

29.286.000

105.757.000

105.757.000

4.429.173.000

4.429.173.000

4.320.076.000
109.097.000

Jakarta, 01 Desember 2025

a,n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ttd.
Reni Suzana

NIP. 196808021998031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

DS:0583-6530-8250-4440

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026 Rp. 343.949.724.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 343.949.724.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
427950 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 155.693.944 137.887.374 50.368.406 - 343.949.724
048.01.CO|Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN - 60.337.747 44.550.000 - 104.887.747
4350(Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik - 296.796 800.000 - 1.096.796
4350.FAB|Sistem Informasi Pemerintahan - 296.796 800.000 - 1.096.796( 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 296.796 800.000 - 1.096.796 133
6189 |Perumusan Kebijakan PANRB - 6.799.161 - - 6.799.161
6189.AAG |Peraturan Menteri - 420.559 - - 420.559| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 420.559 - - 420.559| 133
6189.ABL |Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 1.993.713 - - 1.993.713] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.993.713 - - 1.993.713| 133




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 2
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6189.ABM |Kebijakan Bidang Pelayanan Publik - 218.165 - - - 218.165| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 218.165 - - - 218.165] 133
6189.PAC |Peraturan Pemerintah - 172.188 - - - 172.188 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 172.188 - - - 172.188 133
6189.PBL |Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 3.994.536 - - - 3.994.536| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 3.994.536 - - - 3.994.536 133
6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, _ 9.179.248 _ _ _ 9.179.248
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
6191.ABL |Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 154.591 - - - 154.591| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 154.591 - - - 154,591 133




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 3
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6191.FAB|Sistem Informasi Pemerintahan - 2.482.937 - - - 2.482.937| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 2.482.937 - - - 2.482.937] 133
6191.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 100.446 - - - 100.446| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 100.446 - - - 100.446 133
6191.FAIl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 4.556.618 - - - 4.556.618 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 4.556.618 - - - 4.556.618| 133
6191.UAIl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 1.884.656 - - - 1.884.656| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 1.884.656 - - - 1.884.656| 133
6193 |Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana - 6.922.781 - - - 6.922.781]




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 4
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6193.ABL |Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 1.221.096 - - - 1.221.096/ 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 1.221.096 - - - 1.221.096| 133
6193.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 306.357 - - - 306.357| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 306.357 - - - 306.357| 133
6193.FAIl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 5.395.328 - - - 5.395.328) 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 5.395.328 - - - 5.395.328 133
6194 |Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur - 11.193.119 41.500.000 - - 52.693.119
6194.FAl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 1.500.000 - - - 1.500.000f 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 1.500.000 - - - 1.500.000 133




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 5
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6194.PEA |Koordinasi - 6.193.119 - - - 6.193.119] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 6.193.119 - - - 6.193.119] 133
6194.UAB [ Sistem Informasi Pemerintahan - 3.500.000 41.500.000 - - 45.000.000 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 3.500.000 41.500.000 - - 45.000.000, 133
6195|Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik - 10.961.626 1.250.000 - - 12.211.626
6195.FAE|Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 319.759 200.000 - - 519.759| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 319.759 200.000 - - 519.759 133@
6195.FAIl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 5.872.042 1.050.000 - - 6.922.042 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 5.872.042 1.050.000 - - 6.922.042 133@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : IIl. 6
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6195.UAIl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 4.769.825 - - - 4.769.825( 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 4.769.825 - - - 4.769.825| 133
7908 |Koordinasi Percepatan Penerapan dan Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah - 14.985.016 1.000.000 - - 15.985.016
7908.AEA |Koordinasi - 661.888 - - - 661.888) 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 661.888 - - - 661.888] 133
7908.FAE|Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 2.351.386 - - - 2.351.386| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 2.351.386 - - - 2.351.386 133
7908.FAl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 2.135.296 - - - 2.135.296| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 2.135.296 - - - 2.135.296/ 133




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 7
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7908.PEA |Koordinasi - 7.319.840 1.000.000 - 8.319.840| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 7.319.840 1.000.000 - 8.319.840, 133
7908.UAl|Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 2.516.606 - - 2.516.606( 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 2.516.606 - - 2.516.606| 133
048.01.WA [Program Dukungan Manajemen 155.693.944 77.549.627 5.818.406 - 239.061.977|
2818|Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB - 402.475 - - 402.475|
2818.ABL |Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 402.475 - - 402.475| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 402.475 - - 402.475 133
6178|Pengelolaan Legislasi dan Litigasi - 477.071 - - 477.071
6178.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 477.071 - - 477.071) 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 8
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 477.071 - - - 477.071 133
6179 |Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik - 6.113.837 - - - 6.113.837
6179.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 6.113.837 - - - 6.113.837| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 6.113.837 - - - 6.113.837| 133
6180|Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum 155.693.944 54.366.464 2.020.407 - - 212.080.815
6180.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal 155.693.944 53.281.753 54.900 - - 209.030.597| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM 155.693.944 53.281.753 54.900 - - 209.030.597| 133
6180.EBB|Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 1.965.507 - - 1.965.507| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - - 1.965.507 - - 1.965.507 133
6180.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 1.084.711 - - - 1.084.711] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : II. 9
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 1.084.711 - - - 1.084.711 133
6181 |Pengelolaan Sistem dan Teknologi - 4.008.115 3.797.999 - - 7.806.114
6181.CAN|Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 1.010.693 3.797.999 - - 4.808.692 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 1.010.693 3.797.999 - - 4.808.692] 133
6181.CCL|OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 2.365.706 - - - 2.365.706| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 2.365.706 - - - 2.365.706| 133
6181.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 631.716 - - - 631.716| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 631.716 - - - 631.716 133
6182 |Pengelolaan Organisasi dan SDM - 7.752.492 - - - 7.752.492
6182.AEC|Kerja sama - 1.172.145 - - - 1.172.145 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Halaman : Il. 10
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 1.172.145 - - - 1.172.145 133
6182.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 285.923 - - - 285.923] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 285.923 - - - 285.923 133
6182.EBC|Layanan Manajemen SDM Internal - 6.188.667 - - - 6.188.667| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 6.188.667 - - - 6.188.667| 133
6182.EBD [Layanan Manajemen Kinerja Internal - 105.757 - - - 105.757| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 105.757 - - - 105.757 133
6183 |Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal - 4.429.173 - - - 4.429.173
6183.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 4.429.173 - - - 4.429.173] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 4.429.173 - - - 4.429.173] 133
JUMLAH 155.693.944 137.887.374 50.368.406 - - 343.949.724

Jakarta, 01 Desember 2025
a,n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ttd.
Reni Suzana

NIP. 196808021998031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026

DS:0583-6530-8250-4440
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
| Halaman : 1II. 1
Kode/Nama Satker 1 (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 427950 MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
RENCANA PENARIKAN DANA 11.869.072] 17.626.161] 31.711.298 20.702.987| 20.684.396 37.229.545 34.943.524| 25.904.479 28.064.731 41.853.431 25.082.702 48.277.399 343.949.724]
BELANJA PEGAWAI 10.991.219) 11.640.213 23.393.653 11.594.041f 11.750.815] 23.711.866] 12.149.719) 12.158.205] 12.173.960) 12.199.906} 10.216.816 3.713.530) 155.693.944]
BELANJA BARANG 877.853 5.985.948 8.300.135] 8.213.678] 8.509.214 12.031.212) 13.773.251 13.710.700] 15.794.740) 13.862.479) 13.565.886 23.262.278 137.887.374]
BELANJA MODAL 0 0 17.511] 895.268] 424.366 1.486.467 9.020.554] 35.574] 96.031 15.791.045] 1.300.000 21.301.590) 50.368.406]
048.01.C0O.4350 Pengelolaan dan Pengembangan 0 2.375) 4.169) 55.021] 2.340) 4.345 4.345) 41.145] 76.516 408.345) 496.395 1.800) 1.096.796|
Sistem Informasi Pelayanan Publik
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 2.375) 4.169) 55.021] 2.340) 4.345 4.345) 41.145] 76.516 8.345) 96.395 1.800) 296.796}
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000] 400.000 0 800.000]
048.01.C0.6189 Perumusan Kebijakan PANRB 0 148.555| 305.128 556.786) 910.307| 1.074.597 877.903] 490.460) 648.915) 758.522] 712.315 315.674| 6.799.161
| 52 BELANJA BARANG DAN JASA | o 1assss| 305128 sse.786| 910307 1 to7asor| 77903 490460  e4so1s 758522 712315 315674 6.799.161
048.01.C0O.6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 0 344.986) 599.861f 1.041.013] 545.373 1.074.059 1.874.601 1.482.077 540.142) 1.077.684] 439.456 159.998| 9.179.248|
dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 344.986) 599.861] 1.041.013] 545.373 1.074.059 1.874.601 1.482.077 540.142) 1.077.684) 439.456 159.998] 9.179.248|
048.01.C0.6193 Asesmen dan Koordinasi 0 209.894 552.039) 772.426) 809.117| 1.099.257 594.129) 966.000) 517.732) 556.898] 474.908 370.381 6.922.781]
Pelaksanaan Kebijakan
Kelembagaan dan Tata Laksana
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 209.894 552.039) 772.426) 809.117| 1.099.257 594.129) 966.000) 517.732) 556.898] 474.908 370.381 6.922.781]
048.01.CO.6194 Koordinasi Pelaksanaan dan 0 67.043 365.408 643.902] 527.585 569.276) 7.145.287| 848.940 2.077.718 15.985.354) 1.047.966 23.414.639) 52.693.119)
Pemantauan Kebijakan SDM
Aparatur




Kementerian Negara/Lembaga : (048)

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0583-6530-8250-4440

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
| Halaman : 1lI. 2
Kode/Nama Satker 1 (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 67.043 365.408] 643.902] 527.585) 569.276) 274.829) 848.940) 2.077.718 1.193.809) 1.047.966 3.576.642 11.193.119|
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 6.870.458] 0 0 14.791.545] 0 19.837.997] 41.500.000
048.01.C0O.6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 0 169.756 509.449) 789.790) 439.665 367.985] 1.200.680) 1.030.079 939.785] 1.064.560) 1.340.519 4.359.359) 12.211.626]
dan Evaluasi Pelayanan Publik
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 169.756] 509.449) 789.790) 439.665 367.985 1.200.680) 1.030.079 939.785 714.560] 440519 4.359.359) 10.961.626]
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000) 900.000 0 1.250.000)
048.01.C0O.7908 Koordinasi Percepatan Penerapan 0 345.935] 430.773 520.239) 1.197.137 1.680.447 1.835.691 2.047.294 1.509.479 1.912.938] 1.875.029 2.630.055| 15.985.016
dan Evaluasi Transformasi Digital
Pemerintah
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 345.935] 430.773 520.239) 1.197.137 1.680.447 1.835.691 2.047.294 1.509.479 1.912.938] 1.875.029 1.630.055| 14.985.016|
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000) 1.000.000)
048.01.WA.2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan 0 8.935] 83.571 1.480) 28.961 28.616 33.932] 24.714] 58.094] 33.105] 44.883 56.185| 402.475)
Kebijakan PAN dan RB
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 8.935) 83.571 1.480) 28.961 28.616 33.932] 24.714] 58.094] 33.105] 44.883 56.185| 402.475)
048.01.WA.6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi 0 47.764) 21.889 17.762] 114.794) 103.532) 64.627| 21.020] 7.420 32.010] 9.632 36.620) 477.071
| 52 BELANJA BARANG DAN JASA | o T a776d 21889 1 17762 11a7ed 103532 64627 21020 7420 T 32010 9632 36620 4 477.071
048.01.WA.6179 Pengelolaan Komunikasi dan 0 649.883 529.777 491.972) 406.298 465.760) 481.932) 469.517 601.165] 873.952] 636.121 507.461] 6.113.837
Informasi Publik
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 649.883 529.777| 491.972) 406.298 465.760) 481.932) 469.517 601.165] 873.952] 636.121 507.461] 6.113.837
048.01.WA.6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan 11.838.210) 14.914.094) 27.475.615) 14.476.944) 13.831.504 27.836.177| 16.710.244) 16.600.461] 19.187.125] 17.569.069) 17.360.692 14.280.678 212.080.815)
Umum
51 BELANJA PEGAWAI 10.991.219) 11.640.213 23.393.653 11.594.041] 11.750.815) 23.711.866| 12.149.719) 12.158.205) 12.173.960) 12.199.906} 10.216.816 3.713.530) 155.693.944
52 BELANJA BARANG DAN JASA 846.991] 3.273.881 4.075.687| 2.587.925| 1.965.991 3.388.647| 3.929.983] 4.442.256 6.975.134] 5.369.163] 7.143.876 10.366.928 54.366.464)
53 BELANJA MODAL 0 0 6.275) 294.978] 114.697 735.664 630.541f 0 38.031 0 0 200.220) 2.020.407
048.01.WA.6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi 30.861 320.809) 140.053f 685.783] 830.982, 1.075.837 2.655.839) 547.991 299.170 567.312) 36.205 615.272) 7.806.114]




Kementerian Negara/Lembaga : (048)

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-048.01.1.427950/2026
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0583-6530-8250-4440

Unit Organisasi 1 (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
| Halaman : IIl. 3
Kode/Nama Satker : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
52 BELANJA BARANG DAN JASA 30.861] 320.809 128.818| 85.493] 521.313 325.034 1.136.284] 512.417 241.170 317.812) 36.205 351.899 4.008.115]
53 BELANJA MODAL (o) 0l 11.236) 600.290 309.669 750.803 1.519.555) 35.574] 58.000] 249.500 0 263.373] 3.797.999
048.01.WA.6182 Penge|o|aan Organisasi dan SDM (o) 208.005) 342.550 356.744 684.016 1.370.056 1.013.295 860.757| 890.484] 610.234] 363.242 1.053.111] 7.752.492)
| 52 BELANJA BARANG DAN JASA | 7o 208008 342550 3s6.744  es4016 - 1370056 1013205 8e0.757]  soo.asd 610234 363242 1053111 7.752.492
048.01.WA.6183 | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, 0 188.128 351.016} 293.126 356.318 479.602 451.021] 474.024] 710.985| 403.448| 245.339 476.167| 4.429.173
dan Pengawasan Internal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 188.128] 351.016 293.126 356.318| 479.602) 451.021 474.024 710.985) 403.448 245.339 476.167| 4.429.173]

Jakarta, 01 Desember 2025
a,n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ttd.
Reni Suzana

NIP. 196808021998031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 048.01.1.427950/2026

IWA.BLOKIR DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi

: [01] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Provinsi : [01] DKI JAKARTA Halaman : VA 1
Kode dan Nama Satker : [427950] MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
427950 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 900.000
53 Belanja Modal Rp. 900.000
048.01.CO| Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
6195 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik
6195.FAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000
Blokir Clearance TIK
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6195.FAI[ Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700.000
Blokir Clearence TIK

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

Jakarta, 01 Desember 2025
a,n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ttd.
Reni Suzana
NIP. 196808021998031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 048.01.1.427950/2026

IWVB.CATATAN DS:0583-6530-8250-4440

Kementerian Negara/Lembaga : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi : [01] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Provinsi : [01] DKI JAKARTA Halaman : VB, 1
Kode dan Nama Satker : [427950] MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (dalam ribu;':m rL-Jp.iah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
427950 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA * Penambahan dari SP SABA Rp. 98.082
N . . * Penambahan dari SP SABA Rp. 398.810
048.01.CO| Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN « Penambahan dari SP SABA Rp 217242
6194 | Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur « Penambahan dari SP SABA Rp. 378.520
6194.FAI| Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan Rp. 1.500.000 « Penambahan dari SP SABA Rp. 215'792
521211 | Belanja Bahan * Penambahan dari SP SABA Rp. 190.803
* Penambahan dari SP SABA Rp. 16.200 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
* Penambahan dari SP SABA Rp. 10.049 * Penambahan dari SP SABA Rp. 149.700
* Penambahan dari SP SABA Rp. 8.100 * Penambahan dari SP SABA Rp. 155.688
* Penambahan dari SP SABA Rp. 4.050 * Penambahan dari SP SABA Rp. 119.760
524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Penambahan dari SP SABA Rp. 149.700
* Penambahan dari SP SABA Rp. 1.461.601 * Penambahan dari SP SABA Rp. 149.700
6195| Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik * Penambahan dari SP SABA Rp. 161.676
6195.FAI| Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan Rp. 3.999.997 7908 | Koordinasi Percepatan Penerapan dan Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah
521211 | Belanja Bahan 7908.FAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rp. 683.667
* Penambahan dari SP SABA Rp. 34.300 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa
* Penambahan dari SP SABA Rp. 41.075 * Penambahan dari SP SABA Rp. 465.120
* Penambahan dari SP SABA Rp. 13.100 * Penambahan dari SP SABA Rp. 218.547
* Penambahan dari SP SABA Rp. 19.790
* Penambahan dari SP SABA Rp. 34.208
* Penambahan dari SP SABA Rp. 26.966
522151 | Belanja Jasa Profesi
* Penambahan dari SP SABA Rp. 8.000
* Penambahan dari SP SABA Rp. 18.000
* Penambahan dari SP SABA Rp. 18.000
* Penambahan dari SP SABA Rp. 30.000
* Penambahan dari SP SABA Rp. 24.000
* Penambahan dari SP SABA Rp. 100.000
524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa
* Penambahan dari SP SABA Rp. 1.247.085

Jakarta, 01 Desember 2025
a,n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ttd.
Reni Suzana
NIP. 196808021998031001



